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KONSEP BANTUAN SOSIAL

UU No. 11 Tahun 2009

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan 

dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat 

dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal

Bantuan Sosial

UU No. 13 Tahun 2011

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, 

pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Sementara/

Berkelanjutan

Barang/

Jasa
Uang

Selektif

Seseorang/keluarga/kelompok/masyarakat 

miskin tidak mampu/penyandang masalah 

kesejahteraan sosial

Pemerintah 

Pusat

Pemerintah 

Daerah

Masyarakat



Gambaran Umum APBN Bidang Perlinsos Tahun 2023

✓ Akurasi data untuk penargetan program yang belum 

sepenuhnya akurat.

✓ Fragmentasi antar program perlinsos yang belum tersinergi 

dengan baik.

✓ Pemberian program yang belum sepenuhnya disertai dengan 

kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur.

✓ Perlunya penguatan program guna menghasilkan sistem 

perlinsos yang responsif terhadap krisis di masa depan

✓ Perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui 

pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

✓ Tantangan Perlinsos Penguatan graduasi kemiskinan melalui 

penguatan program pemberdayaan.

✓ Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

✓ Penguatan perlinsos sepanjang hayat termasuk penguatan 

program bagi lansia dan disabilitas.

✓ Dukungan pelaksanaan perlinsos yang adaptif terhadap krisis.

Tantangan:

Arah Kebijakan:



Gambaran Umum Bidang Perlinsos Tahun 2024



RISIKO KEBIJAKAN

RISIKO KETENTUAN 

PERATURAN 

PERUNDANG-

UNDANGAN

RISIKO 

KOORDINASI 

ANTAR LEMBAGA

RISIKO SISTEM 

INFORMASI

RISIKO PROSES 

BISNIS

✓ Tidak terdapat SOTK 

di Pemda untuk 

pengelolaan data

✓ Tidak 

teralokasikannya 

anggaran 

pengelolaan data 

secara memadai

✓ Kebijakan perluasan 

penyaluran bansos 

(penambahan jumlah 

KPM) tidak 

berdasarkan angka 

kemiskinan di 

masing-masing 

kab/kota

✓ Tidak terdapat 

peraturan yang 

memadai yang 

mengatur feedback 

data hasil 

penyaluran dengan 

DTKS

✓ Perjanjian 

Kerjasama 

Penyaluran dengan 

Bank/Lembaga  

Penyalur belum 

menunjukkan 

kondisi riil proses 

bisnsis penyaluran 

bansos

✓ Rekonsiliasi 

penyaluran antara 

Pusat, Daerah, dan 

Bank Penyalur 

belum seluruhnya 

dilakukan

✓ Tim Koordinasi 

Penyaluran Bansos 

belum sepenuhnya 

berfungsi

✓ Dashboard 

penyaluran belum 

sepenuhnya 

realtime

✓ Masih terdapat 

daerah dengan 

keterbatasan 

infrastruktur seperti 

jaringan internet 

belum optimal, 

belum ada listrik, 

jaringan bank dan 

mesin EDC dan 

kondisi geografis 

yang sulit di 

beberapa daerah, 

✓ Penetapan kuota 

bansos yang tidak 

didukung 

perhitungan yang 

dapat 

dipertanggungjawabk

an

✓ Penetapan dan 

penyaluran bansos 

yang tidak tepat 

sasaran

✓ Belum terdapat 

perbaikan data KPM 

Bansos bermasalah 

sehingga masih 

tersalur bansos pada 

periode berikutnya

KENAIKAN ANGGARAN 
BANSOS

RISIKO DALAM PENYALURAN BANSOS 



PERAN BPK DALAM MITIGASI RISIKO PENYALAHGUNAAN 
BANSOS

Memberikan simpulan apakah pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Berapa dan bagaimana alokasi anggaran disediakan? 

Untuk apa saja?

Berapa dan 

bagaimana 

anggaran 

direalisasikan?

Apakah sesuai 

peruntukannya? 

Apakah 

manfaat/fasilitas/b

antuan telah 

diterima oleh pihak 

yang berhak 

menerima?

Apakah seluruh transaksi 

telah dicatat, dilaporkan, dan 

dipertanggungjawabkan 

sesuai  asersi?

Apakah tepat waktu, tepat 

jumlah, tepat kualitas?

Apakah terdapat 

pelanggaran ketentuan dan 

penyalahgunaan anggaran?

Apakah pengadaan barang 

dan jasa telah dilakukan 

sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan?

Apakah manajemen 

penanggulangan  

bencana telah  

dilakukan dengan 

memadai?

Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu



Praktik Modus Penyalahgunaan Bansos



BANSOS RAWAN DIKORUPSI???

Kesempatan/Peluang

data penerima bansos yang tidak valid, kenaikan jumlah anggaran 

(kenaikan jumlah KPM dan nilai bantuan serta jenis bantuan), sistem 

pengendalian penyaluran bansos yang lemah

Rasionalisasi

Bansos disalurkan pada saat 

darurat dan pelaksanaanya harus 

cepat

Tekanan

Gaya hidup konsumtif, biaya politik 

yang tinggi, mencari masa pendukung 

pemenangan Pemilu, moral hazard, 
intimidasi oleh pihak-pihak tertentu

01

02

03



PERMASALAHAN TAHAPAN PERENCANAAN BANSOS

PENDATAAN PENETAPAN

Pemda tidak memiliki 

struktur organisasi yang 

efektif dalam menangani 

usulan data dan verifikasi 

serta validasi data

Pemda belum 

sepenuhnya 

melaksanakan verval 

secara tertib

Belum terdapat regulasi 

atau ketentuan lebih 

lanjut untuk mendukung 

tahapan usulan dan 

verval data

Belum seluruh Pemda 

mengalokasikan 

anggaran pengelolaan 

DTKS/memiliki anggaran 

namun belum memadai

Pemda belum 

sepenuhnya 

melaksanakan 

musdes/muskel 

secara tertib

Data BNBA SK 

Penetapan DTKS 

belum disusun sesuai 

hasil musdes/muskel

Pemda belum 

sepenuhnya 

menggunakan 

instrument standar untuk 

melaksanakan verval

Pemda tidak segera 

menindaklanjuti hasil 

verval data KPM yang 

bermasalah

Penetapan penerima bansos 

yang bermasalah (sudah 

meninggal, mampu, ASN, 

pengusaha, ganda, NIK ganda, 

NIK tidak valid, usia dibawah 

umur)

Penetapan kuota, jumlah dan 

lokasi, serta anggaran 

penerima bansos tidak 

didukung dengan data 

penerima bansos yang riil/valid



PERMASALAHAN TAHAPAN PENYALURAN BANSOS

UANG (TUNAI/NON 

TUNAI)
BARANG

PEMERINTAH SDM/PENDAMPING
BANK/LEMBAGA 

PENYALUR

Pembukaan rekening 

untuk penerima bansos 

yang tidak ditetapkan 

dalam SK

Penyaluran bansos kepada 

penerima manfaat yang 

tidak ada di DTKS dan 

Usulan Pemda, ASN, 

sudah meninggal dunia, 

terdaftar di Database AHU 

sebagai pengusaha, ganda, 

NIK ganda, NIK tidak valid, 

usia dibawah umur

Bank/Lembaga Penyalur 

tidak memiliki sistem yang 

transparan dan akuntabel 

dalam pengelolaan dana 

bansos

Pembukaan rekening 

penerima bansos namun 

tidak tersalur bansos

Penyaluran bansos tidak tepat 

sasaran

Sisa dana bansos yang 

tidak tersalur mengendap 

di rekening bank penyalur 

dan tidak segera 

disetorkan ke Kas Negara

Jasa Giro di rekening 

penyaluran belum 

disetorkan ke Kas Negara

Tidak terdapat sistem 

informasi pelaporan 

penyaluran bansos secara 

realtime

Pendamping Bansos 
merupakan agen bank 
yang dapat mencairkan 
bantuan melalui mesin 

EDC

Pengenaan biaya 
penarikan bansos oleh 

Pendamping Bansos

Pendamping Bansos 
merupakan ASN

Pendamping Bansos 
merupakan juru bayar

Tidak terdapat analisis 

kewajaran harga oleh PPK

Tidak terdapat bukti kewajaran 

harga

Kemahalan harga pengadaan

PEMERINTAH
PIHAK 

KETIGA/REKANAN

Tidak terdapat bukti kewajaran 

harga

Subkontrak pekerjaan

Bukti Serah Terima Barang tidak 

lengkap

Penyaluran bansos tidak tepat 

jumlah/spesifikasi



PERMASALAHAN TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONEV 
BANSOS

UANG (TUNAI/NON 

TUNAI)
BARANG

PEMERINTAH SDM/PENDAMPING
BANK/LEMBAGA 

PENYALUR

Tim Koordinasi Bansos 

tidak berjalan optimal

Laporan 

Pertanggungjawaban 

penyaluran tidak 

disampaikan tepat 

waktu

Tidak ada Laporan hasil 

penyaluran bansos yang 

disusun oleh Tikor 

Bansos

Laporan 

pertanggungjawaban 

penyaluran tidak 

komprehensif

Laporan 

pertanggungjawaban 

SDM Pendamping 

PKH tidak 

disampaikan tepat 

waktu, tidak informatif

Laporan pertanggungjawaban 

penyaluran tidak lengkap

PEMERINTAH
PIHAK 

KETIGA/REKANAN

Bukti Serah Terima Barang tidak 

lengkap

Tidak ada monev 

penyaluran 

bansos/monev tidak 

efektif

Laporan pertanggungjawaban 

penyaluran tidak lengkap

Tidak ada monev penyaluran 

bansos/monev tidak efektif



STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BANSOS 
TAHAP PERENCANAAN

PENDATAAN PENETAPAN

Koordinasi dengan Kemensos sebagai 

pemangku DTKS

Optimalisasi peran musdes/muskel, RT, RW, 

dan perangkat daerah lainnya untuk 

verifikasi/validasi usulan data calon penerima 

bansos

Pengujian validitas kelayakan kriteria 

penanganan fakir miskin untuk KPM 

adaptif/perluasan dan tidak 

langsung/secara otomatis diusulkan untuk 

dimasukkan ke dalam DTKS untuk 

menerima bansos.

Lakukan verval data secara periodilk dan 

akurat (eksistensi, kesesuian kriteria, 

integritas data) dan segera perbaiki data yang 

bermasalah

Bentuk struktur organisasi yang menangani 

usulan, verval data, dan pemutakhiran 

DTKS dan alokasikan anggaran yang 

memadai

Menetapkan kuota penerima 

bansos, jumlah dan lokasi serta 

anggaran bansos sesuai 

dengan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai 

jumlah KPM riil dan jenis bansos 

(tidak  mengakomodir kuota 

berdasarkan aspirasi politik)

Lakukan penelitian dari hasil 

penyaluran bank/lembaga 

penyalur dan memastikan 

bahwa penerima bansos yang 

tidak tersalur bansos karena 

kondisi ineligible, tidak tersalur 

bansos pada periode berikutnya

Koordinasi dengan AHU untuk 

memastikan bahwa KPM bukan 

pengusaha/orang mampu

Koordinasi dengan DUKCAPIL 

di kab/kota untuk meyakini 

kembali eksistensi penerima 

bansos (tidak meninggal) 

bansos dan kesesuaian 

integritas data/NIK

Koordinasi dengan Kemensos 

dan gunakan DTKS sebagai 

pedoman untuk memastikan 

kesesuaian kriteria penanganan 

fakir miskin dan tidak tumpang 

tindih dengan bansos 

Kemensos

Transparansi data penerima 
bansos pada publik



STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BANSOS 
TAHAP PENYALURAN

PEMERINTAH
BANK/LEMBAGA 

PENYALUR

Memilih pelaksana pekerjan 

yang mampu memenuhi 
kualifikasi

Penetapan penerima bansos 

yang terdaftar di DTKS. 

Konfirmasi dan koordinasi 

dengan BKN/BKD untuk meyakini 

bahwa penerima bansos bukan 

ASN, konfirmasi kepada Dukcapil 

untuk meyakini bahwa KPM eksis 

(ada) , memiliki NIK Valid, 

konfirmasi kepada 

Kemenkumham untuk meyakini 

bahwa KPM tidak terdaftar di 

AHU

Menugaskan PPK melakukan 

analisis terhadap kewajaan 

harga dan menyajikan bukti 

kewajaran harga. 

Asistensi auditor internal 

untuk mengawasi 

transparansi dan akuntabilitas 

penyaluran bansos

Perintah pembukaan 

rekening kepada penerima 

bansos yang teelah 

ditetapkan dalam SK.

Menyusun perjanjian kerjasama 

penyaluran bansos antara Pemda dengan 

Bank/Lembaga Penyalur yang didalamnya 

mengatur proses bisnis pengelolaan dana 

bansos sejak dana bansos cair dari KPPN 

ke rekening penyaluran hingga dana 

tersebut tersalur ke KPM dan dikembalikan 

ke Kas Negara apabila terdapat bansos 

yang tidak tersalur.

Menyusun sistem informasi penyaluran 

yang real time

Memberhentikan Pendamping 

Bansos yang bertindak sebagai 

agen yang dapat 

mentrransaksikan penarikan 

bansos dan mengenakan biaya 

penarikan bansos

Memberikan batas waktu yang jelas untuk 

pengembalian sisa dana bansos dan jasa 

giro ke Kas Negara dan menetapkan 

sanksi  apabila penyetoran tidak dilakukan 

tepat waktu

Melakukan 

penelitian/penelusuran kembali 

terhadap profil Pndamping 

Bansos. Lakukan 

pemberhentian jika terbukti 

terdapat konflik kepentingan 

merupakan anggota parpol

SDM PENDAMPING 

BANSOS

Penyaluran bansos tepat 

waktu tidak mendekati jadwal 

pemilu serta tidak dilabeli 
parpol atau caleg tertentu

Tidak memasang 

spanduk/tidak menggunakan 

goodie bag dengan logo calon 

legislative/tokok politik 
tertentu

Memberhentikan Pendamping 

bansos menjadi juru bayar 

bansos 

Melakukan monitoring terhadap 

adanya penggantian 

pendamping bansos di lapangan

Membuka sarana pengaduan, 

command centre, lapor 
bansos, dsb

Tidak mengarahkan penerima bansos 

untuk memilih calon tertentu dan tidak 

melakukan ancaman/intimidasi 

apabila tidak memilih akan 
dikeluarkan dari penerima bansos

Memberikan surat edaran 

kepada Pendamping Bansos 

agar tidak terlibat politik praktis



STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BANSOS 
TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONEV

PERTANGGUNGJAWABAN
MONITOING DAN EVALUASI

TERTIB ADMINISTASI

Pertanggungjawaban penyaluran bansos 

dari 3 pihak, yaitu Pemda sebagai Tim 

Koordinasi Bansos, Bank/Lembaga 

Penyalur, SDM Pendamping Bansos 

disampaikan secara informatif, akurat, 

sesuai kondisi riil dan tepat waktu.

✓ Menetapkan SOP Monev Penyaluan Bansos 

dan mengalokasikan anggaran yang 

memadai untuk monev bansos

✓ Melakukan monev secara rutin dan efektif

✓ Monev mengidentifikasi 

kelemahan/permasalahan penyaluran 

bansos dan memberikan upaya/solusi  

penyelesaian permasalahan bansos

✓ Asistensi auditor internal dalam pencegahan 

penyalahgunaan penyaluran bansos

✓ Optimalisasi peran Tim Koordinasi 

Penyaluran Bansos



1. Pendataan merupakan faktor krusial dalam penyalahgunaan bansos 
sehingga diperlukan kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan Masyarakat untuk memproduksi data terpadu 
yang valid.

2. Penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan monitoring 
evaluasi bansos serta optimalisasi peran APIP dan Aparat Penegak 
Hukum untuk pencegahan penyalahgunaan bansos.

3. Tingkatkan awareness masyarakat melalui edukasi penyaluran bansos 
dan lakukan penindakan tegas sesuai hukum yang berlaku kepada 
pihak-pihak yang memiliki conflict of interest dan terbukti melakukan 
penyalahunaan bansos.
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